
62 
 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Mekanisme yang ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap 

tindak pidana korupsi menurut hasil penelitian adalah: 

a. Jaksa yang diberi tugas sebagai Intelijen secara diam-diam 

mengumpulkan data atau informasi mengenai hal-hal atau situasi 

yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

b. Informasi yang diperoleh adalah termasuk informasi harian yang 

kemudian dilaporkan kepada pimpinan kejaksaan agar dapat 

mengetahui secara dini perkembangan kasusnya. 

c. Dari laporan itu pimpinan kejaksaan langsung menentukan bobot 

dari laporan tersebut. 

d. Setelah itu maka untuk penegakan hukum,laporan intelijen 

digunakan untuk membuat telaahan intelijen yang kemudian oleh 

pimpinan  

2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan Dalam proses 

pelaksanaan Intelijen yaitu :
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a. Modus operandinya canggih 

b. Sistem Birokrasi yang lambat   

c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai 

d. Belum teralokasinya secara khusus dana untuk Penyidikan 

Untuk kepentingan pengejaran para terpidana /tersangka/ terdakwa 

beserta pelacakan, pencarian, dan penyitaan aset-aset para koruptor 

baik didalam maupun diluar negeri memerlukan dana yang tidak 

sedikit. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan saran 

agarpihak Kejaksaan melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan 

instansi yang terkait dalam penyidikan tindak pidana korupsi, mengadakan 

pendidikan danpelatihan kepada Jaksa-jaksa agar setiap Jaksa mempunyai 

kredibilitas dan mempunyai kelebihan di bidang penyidikan Tindak 

PidanaKorupsi, dengan tujuan supaya bisa mengoptimalkan tugas-tugas 

Jaksa yang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.Pemerintah juga 

mempunyai andil untuk memperhatikan kinerja para penyidik agar tidak 

adanya kendala-kendala dalam hal melakukan penyelidikan dan 

penyidikan,dikarenakan penyidik khususnya badan intelijen merupakan 

ujung tombak Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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